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ABSTRAK 

Siska Amelia. 201610115081. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Jual Beli Harta Benda Wakaf (Implementasi Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). 

Wakaf merupakan salah satu lembaga hak atas tanah yang bersifat religius dalam 

kehidupan masyarakat, hak atas kepemilikan suatu bidang tanah menjadi sangat 

penting. Dimana wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang 

Wakif dengan cara melepaskan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki nya 

untuk dikelola kepada seorang Nazhir guna kepentingan sosial atau keagamaan. 

Akan tetapi, kasus yang terjadi dalam masyarakat terhadap peralihan hak atas 

harta benda wakaf masih menjadi salah satu hal yang nyata nya belum dipahami 

dengan jelas. Dimana contohnya adalah terjadinya peralihan hak atas harta benda 

wakaf dengan melalui jual beli yang telah secara jelas dilarang dalam Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf. 

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan wakaf 

telah dijelaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk 

dilakukan peralihan hak seperti jual beli termasuk menjadi jaminan hutang atau 

dipasang nya hak tanggungan. Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 

(1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan mengenai ketentuan 

pidana jika terjadi peralihan hak atas harta benda wakaf. Terhadap kasus yang 

berkembang di masyarakat ini, metode penelitian yang dipakai secara Yuridis 

Normatif dengan cara melakukan analisa terhadap studi kasus melalui 

kepustakaan. Menarik kesimpulan dengan cara meneliti, dan mengkaji dari data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. 

Pada akhirnya tindakan pidana yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan 

perbuatan hukum berupa jual beli atas harta benda wakaf merupakan suatu 

perbuatan yang salah karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 

dan akibat dari perbuatan tersebut ada pertanggungjawaban pidana yang harus 

dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan nya. 

Pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya tindak pidana yang dilakukan 

dan hukuman diberikan kepada para pelaku tindak pidana berupa pidana penjara 

maupun denda sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang 

maupun KUH Perdata ataupun KUH Pidana. Demi terlaksananya kehidupan 

bermasyarakat yang damai dan aman, serta sosialisasi yang jelas kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketentuan Undang-Undang 

yang telah dibentuk. 

Kata kunci: hukum pidana, jual beli, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, 

wakaf. 
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ABSTRACT 

Siska Amelia. 201610115081. Criminal liability against the perpetrators of goods 

buying and selling of Waqf (Implementation article 67 paragraph (1) of 

Constitution No. 41 year 2004 concerning Waqf). 

Waqf is one of the land rights institutions that has a religious character in 

people's lives.  The right of ownership of land becomes more crucial where Waqf 

is a legal act performed by a Wakif by releasing ownership of land rights 

managed by Nazhir for social or religious purposes. However, the cases that 

occur in society to the transfer of rights to the property of Waqf are still one of the 

things that have not been clearly understood. Where the example is the transition 

of rights to the property of waqf by means of buying and selling that has been 

clearly banned in the constitution and government regulation on the 

implementation of Waqf. 

In the constitution and government regulation on the implementation of Waqf, it 

has been explained that the properties that have been represented are prohibited 

from the transition of rights such as buying and selling including being a 

guarantee of debt or the market's right to liability. Thus as stipulated in article 67 

paragraph (1) of constitution No. 41 the year 2004 concerning waqf describing 

the punishment provisions in the event of a transfer of rights of waqf property. In 

this case, the research used in the normative juridical method by conducting an 

analysis of the literature through libraries. It drew conclusions by researching 

and reviewing secondary data consisting of primary legal materials. 

In the end, criminal acts committed by the perpetrators in doing legal action in 

the form of buying and selling of property waqf is a wrong action because it has 

violated the provisions of the law and the consequences of the deed there is a 

criminal liability that must be implemented to account for the action that has been 

done. Criminal liability arises because of the criminal acts and penalties given to 

the perpetrators of criminal acts in the form of imprisonment or fines in 

accordance with the rules of the constitution in force or the law or the civil code 

or the criminal code. it has been implemented for the implementation of peaceful 

and safe community life, as well as clear socialization to the society conducted by 

the government to the provisions of the law that has been established. 

Keywords: buying and selling, criminal offence, criminal law, criminal liability, 

waqf. 
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